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Abstract 
The purpose of this study was to determine the implementation of District Integrated 
Administrative Services (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan - PATEN) policy in West 
Palu District Palu City in supporting integrated administrative services, and to examine problems 
deeply and to find solutions from every division and sub-division at the Office of West Palu District 
Palu City. The type of research used in this study was descriptive qualitative research, with 
purposive sampling method. The researcher assigned informants based on their knowledge, 
participations, and professions. The informants in this study were the Head of West Palu District, 
the Secretary of West Palu District, a Division Head of West Palu District, and 2 people who were 
dealing in that Office. The location of this research was the Office of West Palu District in Palu 
City. Data collection was done through interviews, observations, and documentations. The results 
conclude that the implementation of the PATEN policy in West Palu District Palu City based on the 
Theory of Edward III in Tangkilisan (1997: 24) had already been good as expected in terms of the 
communication aspect as well as the other aspects, namely the bureaucratic structure that had 
been in accordance with existing regulations and the service that had been running well. However, 
the resources aspect, especially the human resources had not been met so that an error occurred in 
job descriptions, functions, and working procedures, for not being based on the organizational 
structures. Therefore, the people could not feel the success effects of the PATEN policy 
implementation, particularly the satisfaction with the administrative services. The other inhibiting 
factor was the disposition aspect in terms of attitudes and behaviors of the PATEN policy 
implementing apparatuses/implementors at the Office of West Palu District that had not showed 
good attitudes, responsibilities, and behaviors; and had not been in accordance with the rules of 
procedure and professional attitudes of employees/apparatuses in providing public service.  
Keywords: Policy Implementation, PATEN, West Palu District, Palu City  
Istilah pelayanan terpadu adalah istilah 
yang makin marak marak digunakan di 
berbagai daerah, hal ini merujuk pada upaya 
penyelenggaraan pelayanan publik, terutama 
perizinan usaha yang dilakukan secara 
terpadu di satu lembaga, tak lagi terpencar di 
berbagai instansi pemerintah. Bila 
sebelumnya warga masyarakat dan pelaku 
usaha harus bersusah payah mendatangi satu 
persatu instansi yang berwenang untuk 
mengurus berbagai izin, melalui pelayanan 
terpadu satu pintu, cukup mendatangi satu 
tempat saja yaitu Kantor atau Badan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Maka 
selesailah semua urusan pelayanan 
administrasi terutama yang berkaitan 
perijinan usaha seperi Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat 
Usaha (SITU) dan Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB). 
Upaya perbaikan pelayanan publik itu 
ternyata memberikan manfaat baik bagi 
pemerintah daerah maupun warga 
masyarakat dan pelaku usaha. Bagi 
pemerintah daerah lebih efektif dan 
efisiennya kerja birokrasi, meningkatnya 
invstasi dan pendapatan daerah serta 
menguatnya legitimasi pemerintah sebagai 
penyelenggara pelayan publik. Sedangkan 
bagi warga dan pelaku usaha manfaatnya 
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adalah mendapatkan pelayanan yang lebih 
mudah, lebih cepat, tidak diskriminatif dan 
transparan. 
Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan, atau dapat disingkat PATEN 
merupakan inovasi pelayanan yang 
dikembangkan oleh kecamatan sendiri. 
Pelayanan administrasi terpadu pada kantor 
kecamatan palu barat kota palu mendapat 
ketidakpuasan masyarakat terutama berkaitan 
dengan implementasi kebijakan. 
Implementasi kebijakan dalam wujud sumber 
daya yakni sumber daya manusia dan sumber 
dana yang mencakup sarana dan prasarana 
pendukung pelayanan efisien. Hal ini 
menunjukan masih relatif banyak atau pada 
umumnya pegawai atau implementator dalam 
lingkungan kantor Kecamatan Palu Barat 
Kota Palu belum memahami sesungguhnya 
dalam memberikan pelayanan administrasi 
terpadu sesuai standar. standarisasi 
implementasi kebijakan pelayanan 
administrasi terpadu sebagaimana yang 
diterapkankan dalam edward III yakni 
komunikasi, sumber daya, disposisi dan 
struktur birokras. Implemnetasi tak kan 
berjalan tanpa dukungan 4 hal tersebut. Oleh 
karena itu dalam peningkatan kualitas 
pelayanan administrasi terpadu 
implementator sebagai individu dalam 
melakukan aktivitas hendaknya di tingkat 
kualitas pendidikan formal dan memberikan 
pelatihan – pelatihan yang berkaitan dengan 
sumber daya sebagai aparat pemerintah yang 
melayani masyarakat tanpa diskriminatif. 
Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini 
adalah memberikan pelatihan – pelatihan 
yang berkaitan dengan implementasi 
kebijakan pelayanan adminisrasi terpadu 
yang di ukur dalam 4 (empat ) indikator 
dalam definisi konsep yakni komunikasi, 
sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi 
edward III dalam Tangkilisan (2003: 11). 
Berdasarkan uraian diatas maka 
pelayanan publik  yang belum dapat 
dijalankan oleh kantor kecamatan palu barat 
kota palu. Hal ini dapat dikemukakan bahwa 
implementasi  kebijakan penyelenggaraan 
pelayanan terpadu satu pintu belum mampu  
mewujudkan kualitas pelayanan prima bagi 
masyarakat sehingga banyak  pelaksanaan 
pelayanan perizinan yang dirasakan 
masyarakat sebagai rantai  birokrasi baru dan 
memperpanjang proses pelayanan saja. 
Disamping itu masih  terdapat fenomena 
ataupun gejala-gejala yang berkaitan dengan 
pemberian pelayanan kepada masyarakat 
diantaranya :. Belum optimalnya Sumber 
daya tenaga keahlian ataupun sarana dan 
prasarana yang tersedia didalam memenuhi 
pelayanan yang bermutu hal tersebut dilihat 
dari belum adanya inovasi, kreatifitas 
didalam pemanfaatan teknologi dalam 
penyelenggaran layanan.  Adanya sikap / 
disposisi petugas kurang profesional yang 
melayani kepentingan orang-orang tertentu 
yang memiliki kemampuan didalam finansial 
yang biasanya diprioritaskan atau lebih 
diutamakan Dari uraian di atas maka penulis 
tertarik untuk memilih, mengkaji dan menulis 
sebuah Karya Ilmiah yang dituangkan dalam 
sebuah Tesis dengan Rumusan Masalah 
sebagai berikut : : ”Bagaimana Implementasi 
Kebijakan Pelayanan Administrasi terpadu 
Kecamatan di Kecamatan Palu Barat” 
Adapun tujuan penulis memfokuskan 
penelitian pada Implementasi Pelayanan 
Administrasi terpadu Kecamatan adalah 
untuk mengetahui sejauh mana implementasi 
pelayanan itu apakah berjalan dengan baik 
atau tidak, serta sarana prasarana yang 
mendukung dan sumber daya manusianya 
sudah mumpuni atau tidak. 
METODE  
Penelitian ini merupakan penelitian 
metode deskriptif, pendekatan kualitatif.. 
Metode penelitian kualitatif adalah metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
postpositivisme, digunakan untuk meneliti 
pada kondisi obyek yang alamiah Seperti 
yang diungkapkan oleh sugiyono (2012:9). 
Nazir (2011:54) mengartikan metode 
deskriptif adalah suatu metode dalam meniliti 
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status kelompok manusia, suatu objek, suatu 
kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun 
suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 
Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah 
untuk membuat deskripsi, gambaran atau 
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antar fenomena yang diselidiki. 
Dalam hal ini selama penelitian penulis 
mendatangi informan dan melakukan 
komunikasi tatap muka. Informan yang 
diwawancara dapat dilihat lebih jelas sebagai 
berikut: 
1. Camat Palu Barat  
2. Sekcam Palu Barat   
3. Kepala Seksi Kecamatan Palu Barat   
4. Dua Orang Masyarakat yang berurusan 
dikantor camat. 
Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di 
Kantor Kecamatan Palu Barat Kota Palu 
sesuai dengan judul penelitian yaitu 
Implementasi Program Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di 
Kecamatan Palu Barat Kota Palu, Dalam 
rangkaian kegiatan penelitian ini, waktu yang 
digunakan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan data yang dibutuhkan serta 
mengolahnya hingga menjadi suatu karya 
ilmiah dalam bentuk tesis, kurang lebih 3 
(tiga) bulan yaitu sejak penelitian 
dilaksanakan setelah terbitnya surat 
keputusan dari Pascasarjana Universitas 
Tadulako. 
Adapun jenis data dalam penelitian ini 
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 
1. Data Primer 
Data yang diperoleh dengan jalan terjun 
langsung ke obyek penelitian, hal ini 
dilakukan dengan tujuan untuk 
memperoleh data secara empiris. Dalam 
penelitian ini data primer dapat diperoleh 
dari informan yang dikumpulkan melalui 
wawancara maupun pengamatan. Data 
primer yang digunakan dalam penulisan 
ini adalah wawancara dengan Kepala 
Bagian Pemerintahan, Camat Palu Barat, 
Kepala seksi Pemerintahan, msyaratakat.  
2. Data Sekunder 
Adalah data yang relatif lebih objektif 
karena sudah diolah pihak ketiga. Oleh 
karena itu, cenderung lebih objektif sebab 
dapat diukur. Dalam penelitian ini data 
sekunder diperoleh melalui buku, catatan, 
arsip, dokumen, majalah surat kabar, dan 
segala bentuk informasi serta penelitian 
orang lain. Dalam penelitian ini data 
sekunder dapat diperoleh dari dokumen-
dokumen atau arsip Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan serta 
peraturan-peraturan yang mengatur 
tentang hal tersebut. peneliti 
menggunakan teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan teknik sebagai 
berikut: 
a) Observasi,  
b) Wawancara, dan 
c) dokumentasi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Kantor Kecamatan Palu Barat Kota 
Palu dalam melaksanakan Tugas Pokok dan 
Fungsinya senantiasa menerapkan prinsip-
prinsip Koordinasi, Integrasi dan 
Singkronisasi baik di lingkungan Unit Kerja 
Organisasi maupun antar Satuan Organisasi 
secara Fungsional memiliki hubungan kerja 
secara umum, kebijakan Pemerintah Kota 
Palu dalam Pelaksanaan  Pembangunan dan 
Pembinaan Kehidupan Kemasyarakat , yang 
mana disertai Kegiatan - Kegiatan 
Perencanaan Strategis pada Kecamatan Palu 
Barat mewujudkan Perencanaan Kegiatan 
Satu Tahun dan Tahun berikutnya sesuai 
keinginan Pemerintah Kota Palu sehingga 
mendapat pengakuan dari elemen 
masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai 
keadaan Pelayanan Administrasi Terpadu 
(PATEN) Di Kecamatan Palu Barat Kota 
Palu dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada 
tabel berikut ini: 
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Pelayanan PATEN Kecamatan Palu Barat 
Agustus S/D Desember 2014 
1. Pengurusan Kartu Keluarga 195 
2. Pengurusan Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) 
22 
3. Pengurusan Surat Pindah 134 
4. Pengurusan Ahli Waris 37 
5. Pengurusan Legalisir Kartu Keluarga 7 
6. Pengurusan Legalisir KTP 31 
7. Pengurusan Izin Usaha 3 
8. Pengurusan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) 
2 
9. Pengurusan Keterangan Tinggal 1 
10. Pengurusan legalisir Surat 
Pernyataan 
2 
11. Pengurusan Keterangan Kebakaran 1 
12. Pengurusan Keterangan Bank 15 
13. Pengurusan Pendirian Panti Asuhan 1 
14. Pengurusan Keterangan Kehilangan  1 
15. Pengurusan Pembatalan Porsi Haji 2 
16. Pengurusan Penebusan Sertifikat Ke 
Bank 
5 
17. Pengurusan Surat Keterangan e-KTP 2 
18 Pengurusan Keterangan Penelititan 2 
JUMLAH 463 
 
Tabel 1.8 Pelayanan PATEN Kecamatan 
Palu Barat Januari  S/D Agustus 2015 
1. Pengurusan Kartu Keluarga 217 
2. Pengurusan Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) 
21 
3. Pengurusan Surat Pindah 175 
4. Pengurusan Ahli Waris 22 
5. Pengurusan Legalisir Kartu 
Keluarga 
12 
6. Pengurusan Legalisir KTP 22 
7. Pengurusan Izin Usaha 4 
8. Pengurusan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) 
5 
9. Pengurusan Keterangan Tinggal 5 
10. Pengurusan legalisir Surat 
Pernyataan 
6 
11. Pengurusan Keterangan Bank 2 
12. Pengurusan Keterangan Dinas 3 
13. Pengurusan Keterangan Ekonomi 
Lemah 
2 
14. Pengurusan Surat Kematian 1 
15. Pengurusan Keterangan Penelititan 1 




Tabel 1.9 Pelayanan PATEN Kecamatan 
Palu Barat Januari  S/D Mei 2016 
1. Pengurusan Kartu Keluarga 123 
2. Pengurusan Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) 
13 
3. Pengurusan Surat Pindah 65 
4. Pengurusan Ahli Waris 10 
5. Pengurusan Legalisir Kartu Keluarga 12 
6. Pengurusan Legalisir KTP 7 
7. Pengurusan Izin Usaha 1 
8. Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) 
3 
9. Pengurusan Keterangan Tinggal 3 
10. Pengurusan legalisir Surat Pernyataan 1 




Aspek yang dibahas pada penelitian ini 
adalah: aspek yang menentukan keberhasilan 
Implementasi Kebijakan Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 
di Kecamatan Palu Barat Kota Palu tentang 
kepuasan masyarakat, Keempat aspek 
tersebut berdasarkan teori  Edward III dalam 
Tangkilisan (2003:11) yaitu : Komunikasi, 
Disposisi, Sumber Daya dan Struktur 
Birokrasi.  
Berdasarkan hasil penelitian, maka 
berikut ini diuraikan pembahasan dan analisis 
dari masing-masing aspek keberhasilan 
Implementasi sebuah kebijakan, 
Implementasi Kebijakan penelitian ini adalah 
pelayanan administrasi terpadu kecamatan 
palu barat kota palu sebagai berikut :   
 
1. Komunikasi 
Menurut George C. Edward III dalam 
Tangkilisan (2003:11), komunikasi akan 
sangat menentukan keberhasilan pencapaian 
tujuan dari implementasi kebijakan. 
Implementasi yang efektif terjadi apabila 
para pembuat keputusan sudah mengetahui 
apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan 
atas apa yang akan mereka kerjakan dapat 
berjalan bila komunikasi berjalan dengan 
baik, sehingga setiap keputusan kebijakan 
dan peraturan implementasi harus 
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ditransmisikan (atau dikomunikasikan) 
kepada bagian yang tepat. Selain itu 
kebijakan yang dikomunikasikan pun harus 
tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi 
(atau pentransmisian informasi) diperlukan 
agar para pembuat keputusan yaitu 
implementor akan semakin konsisten dalam 
melaksanakan setiap kebijakan yang akan 
diterapkan dalam masyarakat.  
Oleh karena itu komunikasi merupakan 
salah satu faktor utama dalam implementasi 
kebijakan, faktor komunikasi menjadi  alur 
utama bagi pelaksanaan setiap kebijakan 
ketika akan diimplementasikan. Hal ini 
terkait dengan pertanyaan bagaimana 
menyampaikan sebuah kebijakan yang 
hendak dijalankan baik kepada para 
implementor maupun kepada target 
kebijakan, kemudian bagaimana mengetahui 
respon para pelaksana dari kebijakan itu. 
Untuk menyampaikan keputusan kebijakan 
yang diambil tersebut diperlukan adanya 
komunikasi kebijakan yang bertujuan untuk 
mengubah sikap, mengubah opini atau 
pendapat, mengubah perilaku serta 
menciptakan pengertian bersama karena 
komunikasi merupakan interaksi antara 
komunikator dengan komunikasi yang 
mempertukarkan dan memberi makna yang 
sama atas informasi untuk satu tujuan 
tertentu melalui media, teknik atau cara yang 
telah ditetapkan. 
Jika merujuk pada pandangan tersebut, 
maka sangat disadari besarnya peranan 
komunikasi karena berkait dengan proses 
interaksi antara pemberi pesan dan penerima 
pesan, tidak jarang terdapat sebuah pesan 
yang dapat dipahami sesuai dengan isi pesan, 
namun tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang 
pula penerima pesan tidak dapat menangkap 
isi pesan dengan baik. Demikian pula halnya 
dalam implementasi kebijakan sering terjadi 
banyak keputusan diabaikan bahkan kesalah 
pahaman terhadap keputusan yang 
dikeluarkan. Oleh karena itu para pelaksana/ 
implementor harus mengetahui apa isi 
kebijakan dan mengerti maksud dan tujuan 
kebijakan sebelum melaksanakannya dan 
mengkomunikasikannya lebih jauh kepada 
pimpinan. Ada beberapa hal yang 
membuatnya demikian, hal ini terkait dengan 
komunikasi pelayanan administrasi terpadu, 
dimana dikatakan berhasil atau tidak berhasil 
tentunya dapat dilihat dari, pertama, apakah 
tujuan dari pesan yang disampaikan tercapai 
atau tidak, kedua, apakah alat komunikasi 
administrasi, atau bahan-bahan keterangan 
yang sudah dilambangkan ke dalam simbol-
simbol dapat mengatur pesan atau tidak. 
Ketiga, apakah penerima pesan dapat 
memahami apa yang dipesankan atau tidak. 
Berdasarkan wawancara yang telah 
dilaksanakan kepada beberapa informan 
Dalam penelitian ini, yakni faktor 
komunikasi dalam mengimplementasikan 
Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu 
peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 
2014 dapat penulis simpulkan bahwa telah 
terlaksana, karena kebijakan tersebut sudah 
seharusnya dilaksanakan, namun perlu ada 
peningkatan kualitas komunikasi antar staf 
bagian yang ada di Kecamatan Palu Barat 
Kota Palu. 
  
2. Sumber Daya  
Sumber daya yang paling terdepan 
dalam melaksanakan implementasi Kebijakan 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
(PATEN) di Kecamatan Palu Barat Kota Palu 
adalah staf. Jumlah staf tidak selalu 
mempunyai efek positif  bagi implementasi 
kebijakan tersebut, hal ini menurut penulis 
bahwa jumlah staf yang lebih banyak tidak 
serta merta mendorong implementasi yang 
berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 
kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai 
pemerintah ataupun staf yang ada di 
Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Namun di 
sisi lain kekurangan staf juga akan 
menimbulkan persoalan yang pelik 
menyangkut implementasi Kebijakan 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
(PATEN) di Kecamatan Palu Barat Kota Palu 
yang efektif. Rendahnya kualitas pelayanan 
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publik oleh birokrasi pada umumnya 
disebabkan oleh lemahnya Sumber Daya 
Manusia. Kondisi inilah yang menyebabkan 
Implementasi Kebijakan Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 
di Kecamatan Palu Barat Kota Palu, belum 
terlaksana secara maksimal. 
Dengan demikian, tidaklah cukup 
hanya dengan jumlah pelaksana yang 
memadai untuk melaksanakan suatu 
kebijakan. Para implementator harus 
memiliki keterampilan-keterampilan yang 
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan 
dalam hal pelayanan guna memenuhi standar 
pelayanan yang efisien. Kurangnya aparat 
pelaksana yang terlatih dengan baik akan 
dapat menghambat pelaksana kebijakan-
kebijakan yang menjangkau banyak 
pembaruan. Menurut penulis untuk 
meningkatkan kemampuan dan keterampilan 
kerja seseorang atau kelompok orang  
biasanya sasarannya adalah seseorang atau 
kelompok orang yang sudah bekerja pada 
suatu organisasi atau instansi, dimana 
efisiensi, efektivitas dan produktivitas 
kerjanya masih dirasakan perlu ditingkatkan 
secara terarah dan programatik. 
Faktor lain yang turut melamahkan 
Sumber Daya Manusia yang ada di 
Kecamatan Palu Barat Kota Palu adalah 
adanya tradisi senioritas yang telah lama 
menduduki jabatan. Menurut penulis 
sesungguhnya kebijakan (policy 
Implementation) itu dalam pengambilan 
kebijaksan (policy making) merupakan 
kegiatan yang luas dan kompleks. Kegiatan 
ini tidaklah sekedar menerapkan ketentuan-
ketentuan, cara-cara dan sarana yang 
dicantumkan dalam program kebijakan, akan 
tetapi lebih dari itu juga bersangkut paut 
dengan masalah sengketa (conflict) yang 
timbul, pengambilan keputusan (decision 
making) dan masalah apa yang akan 
diperoleh masyarakat (factual and ethical 
autocomes). Untuk mengatasi masalah yang 
disebutkan di atas akan tergantung pada 
bagaimana strategi, sumber-sumber atau 
sarana-sarana, serta kekuasaan yang dimiliki 
oleh pejabat itu dalam kedudukannya 
masing-masing.  
 Hasil wawancara peneliti 
menunjukkan bahwa kewenangan berkaitan 
dengan uraian tugas, fungsi, dalam 
mengimplementasikan Kebijakan Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 
di Kecamatan Palu Barat Kota Palu, 
membutuhkan sumber daya yang memadai.  
Secara keseluruhan dari hasil wawancara 
tentang Sumber Daya Manusia sebagai 
penentu keberhasilan Implementasi 
Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Palu 
Barat Kota Palu, dapat penulis simpulkan, 
bahwa : Sumber Daya Manusia yang ada di 
Kecamatan Palu Barat Kota Palu masih perlu 
ditingkatkan kualitasnya karena tugas, fungsi 
dalam hal pelayanan untuk memenuhi 
kepuasan masyarakat amat berat. 
 
3. Disposisi 
Faktor disposisi (kencenderungan) 
merupakan faktor ketiga dalam menentukan 
keberhasilan implementasi kebijakan, yang 
mempunyai konsekuensi-konsekuensi 
penting bagi implementasi kebijakan yang 
efektif. Sangat boleh jadi para 
pelaksana/implementor sangat antusias 
terhadap suatu kebijakan, hal ini ditunjukkan 
dengan adanya dukungan dan pelaksanaan 
implementasi kebijakan sesuai yang 
diinginkan, demikian pula sebaliknya jika 
para pelaksana/implementor kurang 
mendukung suatu kebijakan, maka akan 
nampak dari sikap mereka terhadap kebijakan 
yang hendak diimplementasikan. Ada 
beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu 
kebijakan ditolak oleh orang-orang yang 
bertanggung jawab terhadap implementasi 
kebijakan tersebut, yakni tujuan-tujuan 
kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya 
mungkin bertentangan dengan sistem nilai 
pribadi-pribadi para pelaksana/implementor, 
kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, 
perasaan akan kepentingan diri sendiri atau 
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karena hubungan-hubungan yang ada dan 
yang lebih disenangi. Dampak dari 
kecenderungan tersebut, menurut Edward III 
dalam Tangkilisan (2003:11), banyak 
kebijakan yang dilaksanakan secara efektif 
karena mendapat dukungan dari para 
pelaksana/implementor kebijakan, namun 
kebijakan-kebijakan lain, mungkin akan 
bertentangan secara langsung dengan 
pandangan-pandangan pelaksana kebijakan 
atau kepentingan-kepentingan pribadi atau 
organisasi dari para pelaksana/implementor. 
Bagaimanapun juga, para pelaksana/ 
implementor melakukan keleluasaannya, 
sebagian besar tergantung pada 
kecenderungan mereka terhadap suatu 
kebijakan kemudian sikap mereka itu, akan 
dipengaruhi oleh pandangan terhadap suatu 
kebijakan terhadap kepentingan-kepentingan 
organisasinya dan kepentingan-kepentingan 
pribadinya. Aspek-aspek sebagaimana yang 
diuraikan terdahulu masih harus disaring (be 
filtered) lebih dahulu melalui persepsi dari 
para pelaksana/implementor dalam batas 
mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat 
tiga elemen respon yang dapat 
mempengaruhi kemampuan dan kemauannya 
untuk melaksanakan suatu kebijakan antara 
lain pertama, pengetahuan (cognition) 
pemahaman dan pendalaman (comprehension 
and understanding) terhadap kebijakan. 
Kedua, arah respon mereka apakah 
menerima, netral atau menolak (acceptance, 
neutrality, and rejection) dan ketiga, 
intensitas terhadap kebijakan.   
Pada penelitian ini, disposisi dilihat 
sebagai pemahaman tentang maksud umum 
suatu standar dan tujuan kebijakan adalah 
penting, karena bagaimana pun juga para 
pelaksana/implementor  yang melakukan 
akan nampak kinerjanya dalam implementasi 
kebijakan yang berhasil dilaksanakan dengan 
baik, bisa jadi gagal (frustrated), ketika para 
pelaksana/implementor tidak sepenuhnya 
menyadari terhadap standard dan tujuan 
kebijakan. Arah kecenderungan para 
pelaksana/implementor terhadap standar dan 
tujuan kebijakan juga merupakan hal yang 
krusial. Aparat pelaksana/implementor 
mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan 
kebijakan dikarenakan mereka menolak apa 
yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan. 
Sebaliknya penerimaan yang menyebar dan 
mendalam terhadap standar dan tujuan 
kebijakan diantara mereka yang bertanggung 
jawab untuk melaksanakan kebijakan 
tersebut, merupakan suatu potensi yang besar 
penilaian kinerja dalam implementasi 
kebijakan. Disposisi Dalam pelaksanaan 
kebijakan atau program para implementor 
kebijakan tentunya memiliki persepsi atau 
penilaian yang berbeda terhadap kebijakan 
yang akan dilaksanakan Sikap mereka baik 
itu menerima ataupun menolak sangat 
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 
implementasi kebijakan publik Jika penilaian 
akan suatu kebijakan atau program berbeda 
antara pembuat kebijakan dengan pelaksana 
kebijakan dan cenderung berlawanan arah 
maka otomatis kebijakan ataupun program 
tersebut akan sulit untuk dilaksanakan 
Bahkan dengan adanya perbedaaan penilaian 
yang begitu terlihat sangat jelas kemungkinan 
akan menciptakan keengganan dari para 
pelaksana sehingga menghambat pelaksanaan 
kebijakan atau program. 
Menurut peneliti Pada uraian yang 
menyangkut kecenderungan aparat pelaksana 
di atas yang secara substansial berkaitan 
Implementasi Kebijakan Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan untuk 
menunjang kerja para pegawai di Kantor 
Kecamatan Palu Barat, maka dapat dikatakan 
bahwa pada dasarnya implementasi 
Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan selama ini belum berjalan sesuai 
harapan sebagian besar masyarakat yang 
berurusan di kantor camat palu barat yang di 
ukur dalam indikator disposisi.  
 
4. Struktur Birokrasi  
Struktur organisasi adalah pengaturan 
hubungan bagian-bagian dari komponen dan 
posisi dalam suatu organisasi. Struktur 
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organisasi menspesifikasikan pembagian 
kerja dan menunjukan bagaimana fungsi-
fungsi dan kegiatan saling terkait, dalam 
beberapa hal juga menunjukkan tingkat 
spesialisasi, hierarki, wewenang dan 
hubungan. Sedangkan menurut Nawawi 
(1994 : 240) bahwa melalui struktur yang 
baik dapat mewujudkan pembagian tugas, 
fungsi dan tata kerja, wewenang, serta 
tanggung jawab, agar tercipta harmonisasi 
dan motivasi kerja dalam sebuah organisasi. 
Kemudian Thoha (1993 : 99-100) 
memandang bahwa salah satu aspek yang 
dianggap penting dalam proses diagnose 
organisasi bagi pengembangannya adalah 
mendiagnosa struktur organisasi itu. Apakah 
struktur internal yang dibangun tersebut 
benar-benar melayani tujuan organisasi dan 
pencapaian kerja. Jika struktur organisasi dan 
tujuannya tidak sesuai dengan tujuannya, ini 
berarti bahwa antara struktur organisasi dan 
tujuannya tidak selaras.  
Sehubungan dengan pandangan para 
ahli tersebut, maka struktur birokrasi ditandai 
dengan adanya standarisasi. Struktur ini 
dicirikan padatnya tugas-tugas operasional 
rutin yang harus dicapai melalui spesialiasi, 
peraturan dan perundang-undangan yang 
sangat formal, tugas-tugas yang 
dikelompokkan ke dalam departemen-
departemen fungsional, kekuasaan yang 
tersentralisasi, lingkup ruang terkendali yang 
sempit, dan pengambilan keputusan yang 
mengikuti rantai perintah. Kekuatan utama 
struktur birokrasi terletak pada 
kemampuannya untuk melakukan aktivitas 
yang telah distandarisasi dengan sangat 
efisien. Kegiatan yang telah distandarisasi 
dan formalisasi yang tinggi menyebabkan 
pengambilan keputusan sangat tersentralisasi. 
Salah satu kelemahan struktur birokrasi 
adalah spesialisasi yang dapat menciptakan 
konflik-konflik pada sub unit.  
Edward III dalam Tangkilisan 
(2003:11), dalam uraiannya menyangkut 
struktur birokrasi lebih menekankan pada 
hubungannya dengan implementasi kebijakan 
bahwa dalam struktur birokrasi ada dua 
karakteristik utama, yakni prosedur-prosedur 
kerja ukuran-ukuran dasar atau Standard 
Operational Procedure (SOP) dan 
Fragmentasi yang pertama berkembang 
sebagai tanggapan internal terhadap waktu 
yang terbatas dan sumber-sumber dari para 
pelaksana/implementor serta keinginan untuk 
keseragaman dalam bekerjanya organisasi-
organisasi yang kompleks dan tersebar luas.  
Ketika kebijakan telah disepakati dan 
disetujui untuk kemudian diimplementasikan 
dalam bentuk program atau kegiatan, maka 
diperlukan aturan pelaksanaan, kerangka 
kerja yang dapat menjadi pedoman bagi 
implementor untuk melaksanakan kebijakan 
yang disetujui tersebut, dan salah satu dari 
aspek-aspek struktur paling dasar dari suatu 
organisasi/instansi adalah prosedur-prosedur 
kerja ukuran dasarnya SOP. Prosedur-
prosedur standar dimaksudkan agar para 
pelaksana memiliki kesamaan pandangan 
karena adanya tata cara bertindak yang sama 
maupun kesamaan dalam menjalankan 
aturan-aturan yang  ada.  
Dengan menggunakan SOP, para 
pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang 
tersedia. Selain itu SOP juga menyeragamkan 
tindakan-tindakan dari para pejabat dalam 
organisasi-organisasi yang kompleks dan 
tersebar luas, yang pada gilirannya dapat 
menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang 
dapat dipindahkan dengan mudah dari suatu 
tempat ke tempat lainnya dan kesamaan yang 
besar dalam penerapan peraturan-peraturan). 
Implementasi Kebijakan Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 
di Kecamatan Palu Barat Kota Palu, adalah 
bagian dari pola-pola hubungan yang 
mempunyai hubungan baik potensial maupun 
nyata dengan apa yang mereka miliki dalam 
menjalankan kebijakan, berdasarkan hirarki. 
Maka melalui mekanisme yang ada yaitu 
dengan menjalanknan regulasi secara baik, 
tentunya akan mendukung setiap kebijakan 
yang ada.  
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Berdasarkan hasil peneliti yang 
berkaitan dengan struktur birokrasi, 
menunjukkan bahwa masalah SOP adalah 
masalah yang sangat penting dan urgen 
dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), 
karena SOP ini menjadi peta bagi aparat 
pelaksana agar tidak menyimpang pada setiap 
langkah yang diambil di dalam 
menerjemahkan Peraturan Wali Kota Palu 
Nomor 19 tahun 2014 tentang Pelimpahan 
wewenang wali kota kepada camat untuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan diatas maka kesimpulan 
penelitian dengan judul Implementasi 
Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Palu 
Barat Kota Palu dapat disimpulkan bahwa :  
Dari hasil pembahasan dan uraian pada bab-
bab sebelumnya, Adapun kesimpulan dari 
hasil penelitian yang telah dilakukan adalah 
sebagai berikut : Kantor Kecamatan Palu 
Barat Kota Palu telah melaksanakan prinsip 
sistem pelayanan terpadu dengan baik 
Namun hasil yang diharapkan masih kurang 
maksimal apabila dilihat dari potensi sumber 
daya yang ada. Kantor Kecamatan Palu Barat 
Kota Palu telah melaksanakan tugasnya 
denga baik Namun apabila diiringi dengan 
fasilitas yang memadai dan dengan jumlah 
karyawan yang lebih banyak dan 
berkompeten, kualitas pelayanan publik 
diharapkan bisa jauh lebih baik. disposisi 
atau sikap dari implementator pada dasarnya 
telah diimplementasikan di Kantor 
Kecamatan Palu Barat Kota Palu, namun 
belum memperlihatkan sikap dan perilaku 
serta tanggung jawab sesuai tuntutan 





Berdasarkan kesimpulan bahwa 
Implementasi Kebijakan Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 
di Kecamatan Palu Barat Kota Palu belum 
maksimal, Adapun saran yang dapat 
diberikan dari hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut: Untuk dapat memaksimalkan 
Implementasi Kebijakan Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 
di Kecamatan Palu Barat Kota Palu yang 
perlu untuk ditingkatkan adalah Sumber 
Daya Manusia (SDM) baik dari kualitas 
maupun kuantitas Hal tersebut disebabkan 
oleh banyaknya permohonan yang masuk 
sehingga membutuhkan sumberdaya yang 
lebih dalam proses pelayanan harus dapat 
mengadopsi prinsip egovernment untk 
meningkatkan kualitas pelayanan publik di 
kemudian hari sesuai standart operasional 
prosedur. Oleh karena itu dikarenakan 
adanya dua aspek yang belum terlaksana, 
yaitu aspek Sumber Daya termasuk Sumber 
Daya Manusia dan disposisi, maka 
disarankan:  
1. Agar pendidikan formal serta pelatihan – 
pelatihan menyangkut pelayanan yang 
baik bagi pegawai staf di Kantor 
Kecamatan Palu Barat lebih ditingkatkan. 
2. Mengutamakan kepentingan publik dan 
meningkatkan sarana prasarana serta 
infrastruktur serta merumuskan program 
kepentingan publik dapat diakomodir 
secara transparan dan akuntabilitas. 
3. Lebih memperlihatkan sikap dan 
tanggung jawab dan perilaku yang baik 
sesuai dengan ketentuan prosedur dan 
sikap pegawai/aparat yang profesional 
dalam pelayanan masyarakat.  
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